BAB II
TENTANG ORANG DAN KELUARGA

MATERI KULIAH
a. Pengertian subjek Hukum
b. Kecakapan Seseorang untuk melaksanakan Perbuatan Hukum
c. Perwalian dan pendewasaan

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban inilah, maka hanya yang termasuk subjek hukum saja dapat melakukan Perbuatan Hukum.
Mengutip dari buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Soebekti, hal. 19-21, dituliskan bahwa dalam hukum, orang (person) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Subjek hukum perdata terdiri dari :
1. Manusia (Natuurlijke Persoon)
Manusia adalah subjek hukum karena sejak ia dilahirkan (bahkan dalam kandungan) ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Bahkan terdapat perluasan seperti dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “anak dalam kandungan seorang     wanita     dianggap     telah     lahir     setiap     kali   kepentingannya menghendakinya”.
Kendati manusia merupakan subjek hukum, namun tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Manusia/Orang yang dianggap tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum yaitu:
a.   Anak yang masih di bawah umur
b.   Orang yang berada dalam pengapuan (dungu, sakit ingatan, dll)

2. Badan Hukum (Recht Persoon)
Badan hukum juga merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Menurut Prof Soebekti, dalam buku yang sama, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya begitu pula dengan hak dan kewajiban.
Menurut hukum perdata, manusia dan badan hukum disebut sebagai orang (person), yaitu pembawa hak dan kewajiban. Subjek Hukum menurut Para Ahli:
a.   Prof. Subekti, menyebutkan bahwa subyek hukum merupakan pendukung dari hak dan kewajiban yang ada.
b.   Riduan Syahrani, subyek hukum merupakan pembawa hak atau subyek di dalam hukum
c.   Prof. Sudikno, subyek hukum merupakan segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum.

B. KECAKAPAN SESEORANG UNTUK MELAKSANAKAN PERBUATAN HUKUM
Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris.   Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata.
Namun menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Kecakapan  seseorang  bertindak  di  dalam  hukum atau    untuk    melakukan perbuatan   hukum   ditentukan dari telah   atau  belum seseorang  tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.
Menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dam kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah di   benarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu:
1.   Seseorang   anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (venia aetatis) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkama Agung (Pasal 419 dan 420 KUH Perdata)
2.   Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan (Pasal 426 KUH Perdata)
3.   Seseorang  yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat (Pasal 897 KUH Perdata)
4.   Orang  laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang  telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan (Pasal 29 KUH Perdata)
5.   Pengakuan anak dapat di lakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun (Pasal
282 KUH Perdata)
6.   Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi (Pasal   1912) KUH Perdata)
7.   Seseorang yang  telah di taruh di bawah pengampuan karena boros dapat :
a.   Membuat surat wasiat (Pasal 446 KUH Perdata)
b.   Melakukan perkawinan (Pasal 452 KUH Perdata)
8.   Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
a.   Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang  serta menuntut pemisahan harta kekayaan (Pasal 111 KUH Perdata).
b.   Membuat surat wasiat (Pasal 118 KUH Perdata)
Seseorang yang telah cakap menurut hukum mempunyai wewenang bertindak dalam hukum. Tetapi di samping itu Undang-undang menentukan beberapa perbuatan yang tidak berwenang di lakukan oleh orang  cakap tertentu, diantaranya :
1.   Tidak boleh  mengadakan  jual beli antara suami  dan istri (Pasal 1467  KUH Perdata) disini suami adalah cakap, tapi tidak berwenang menjual apa saja kepada istrinya.
2.   Larangan  kepada  pejabat  umum  (hakim,  jaksa,  panitera,  advocat,  juru  sita, notaris) untuk menjadi pemilik karena penyerahan hak-hak, tuntutan-tuntutan yang  sedang dalam perkara (Pasal 1468 KUH Perdata).
3.   Apabila hakim terikat hubungan keluarga  sedarah atau semenda dengan ketua, seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, panitera, dalam suatu  perkara tertentu ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu, begitu pula ketua, hakim anggota, jaksa panitera, terikat   hubungan keluarga dengan yang diadili ia wajib mengundurkan diri. (Pasal 28 UU. No.14/1970)

C. PERWALIAN DAN PENDEWASAAN
Istilah “pendewasaan” menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Secara hukum proses pendewasaan dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:
1. Pendewasaan Secara Penuh Menurut Pasal 421 KUH Perdata, untuk mendapatkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 tahun, yang memberikan status pendewasaan terhadap anak tersebut adalah Presiden(Menteri Kehakiman) setelah  melakukan  perundingan  dengan  Mahkamah  Agung.  Pasal 420  KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan Akta Kelahiran dan akan didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda (Pasal 422 KUH Perdata)
2. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas) Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 tahun. Instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah Pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon)tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak setuju, pendewasaan terbatas tidak  akan  diberikan.  (Pasal 426  KUHPerdata).  misalnya  perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan,membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk  perbuatan – perbuatan hukum tertentu (pasal 426 s/d 430 KUHPerdata) Menurut Hukum Indonesia, “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dalam KUH Perdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan : “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga ,keempat, kelima dan keenam bab ini” Di dalam sistem perwalian menurut KUHPerdata ada dikenal beberapa asas, yakni:
1) Asas tak dapat dibagi-bagi ( Ondeelbaarheid )Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi- bagi ini mempunyai pengecualiandalam dua hal, yaitu : 
a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata. 
b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan asal 361KU HPerdata.
2) Asas persetujuan dari keluarga.Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata

Secara garis besar, menurut KUHPerdata perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu:
1.   Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama. Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut “Curator Ventris”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggung jawab tanggung renteng terhadap perbuatan – perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan  itu  berlangsung.Bagi  wali  menurut  undang  –  undang  (Wetterlijk Voogdij) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematiansalah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebihdahulu mengakuinyalah yang menjadi wali (Pasal 352 ayat 3 KUH Perdata).Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama – sama maka bapaklahyang menjadi wali.
2.   Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik. Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing – masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak  mengangkat  seorang  wali atas  anak  –  anaknya  itu  bilamana  sesudah  ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalamPasal 353 (5) KUHPerdata. Bagi wali yang diangkat yang diangkat oleh orangtua (Terstamentaire Voogdij/wali wasiat) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya.
3.   Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUHPerdata menentukan bahwa semua orang yang di bawah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (datieve voogdij)dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bilatidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.

Orang-Orang yang berwenang menjadi Wali :
1.   Wewenang menjadi wali.
Pada Pasal 332 b (1) KUHPerdata menyatakan


“perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”.Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam Pasal 332 b (2)KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Selanjutnya Pasal 332 b ayat2
KUH Perdata menyatakan : “Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan- tindakan itupun bertanggung jawab pula.”

2.   Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali.
Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagaiwali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam Pasal 355 ayat 2 KUHPerdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali.Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajibmemberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksiakan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya,demikian pula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dantempat perawatan anak-anak tersebut. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadiWali1.Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.2. Seorang istri yang diangkat menjadi wali.3.Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itudiberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.
Dalam Pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan :
1.   Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar Indonesia.
2.   Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
3.   Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.
4.   Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
5.   Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
6.   Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendadengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalianitu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semendayang mampu menjalankan tugas perwalian itu.

Menurut Pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu:
a.   Mereka yang sakit ingatan (krankzninngen). b.   Mereka yang belum dewasa (minderjarigen) c.   Mereka yang berada dibawah pengampuan.
d.   Mereka  yang  telah  dipecat  atau  dicabut  (onzet)  dari kekuasaan  orang  tua  atau perwalian atau penetapan pengadilan.
e.   Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai hartaa peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

Dalam Pasal 383 (1) KUH Perdata,
“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.”Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 Pasal tersebut ditentukan , “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.2.Pengurusan dari Wali Pasa1 383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan : “…pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.” Namun demikian pada keadaan tertentu   pupil   dapat   bertindak   sendiri   atau   didampingi   oleh   walinya,misalnya dalam hal pupil itu akan menikah. Barang-barang yang termasuk pengawasan wali. Menurut Pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

Kewajiban wali adalah :
a.   Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 KUHPerdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapatdikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar  biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
b.   Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai hartaa si anak yangdiperwalikannya
(Pasal 386 ayat 1 KUH Perdata)
c.   Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasa1335 KUH Perdata).
d.   Kewajjban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun olehanak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUH Perdata).
e.   Menjual perabotan rumah tangga dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yangdiperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (Pasal 389 KUHPerdata)
f.	Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUHPerdata)
g.   Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigen setelahdikurangi biaya penghidupan tersebut.

Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu :
1.   Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena:
a.   Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig). b.   Matinya si anak.
c.   Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
d.   Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.
2.   Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena:
a.   Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.

b. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380KUHP Perdata).Syarat utama untuk pemecatan adalah .karena lebih mementingkan kepentingan anak minderjarigen itu sendiri. Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali didalam Pasal 382KUHPerdata menyatakan:
1.   Jika wali berkelakuan buruk.
2.   Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
3.   Jika wali dalam keadaan pailit.
4.   Jika  wali  untuk  dirinya  sendiri  atau  keluarganya  melakukan  perlawanan terhadap si anak tersebut.
5.   Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
6.   Jika  wali alpa  memberitahukan  terjadinya  perwalian  kepada  Balai Harta
Peninggalan (Pasal 368 KUHPerdata).
7.   Jika  wali  tidak  memberikan  pertanggung  jawaban  kepada  Balai  Harta
Peninggalan (Pasal 372 KUHPerdata)

SOAL LATIHAN
1. Jelaskan apa yang  dimaksud dengan subjek hukum  dan pembagian dari subjek hukum
2. Jelaskan   sejak kapan orang menjadi subjek hukum  dan kapan berakhirnya sebagai subjek hukum 
3. Manusia  dikatakan sebagai subjek hukum kenapa demikian   jelaskan pendapat anda 
4. Jelaskan pemgertian Subjek Hukum menurut Para Ahli   
5. Jelaskan tentang  kecapan seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum.
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian  dengan alasannya  
7. Jelaskan proses pendewasaan  secara hukum 
8. Jelaskan  sistem perwalian menurut KUHPerdata 
9. Jelaskan siapa  yang berwenang menjadi wali 
10. Jelaskan hak dan kewajiban Wali serta dasar hokum nya 
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